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Abstract: Blue carbon ecosystems play a strategic role in mitigating climate change through their ability 

to absorb and store carbon significantly. However, uncontrolled exploitation of marine resources, such as 

overfishing, destructive fishing methods, and fishing gear waste, have threatened the sustainability of blue 

carbon ecosystem. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) policies implemented by the Indonesian government 

aims to realize sustainable fisheries by regulating fishing quotas based on zoning. This reserach aims to 

identify the urgency of integrating blue carbon ecosystems into PIT policies in Indonesia to maintain the 

sustainability of marine resources and support climate change mitigation. Using qualitative descriptive 

methods based on literature studies, this research found that integrating blue carbon ecosystems into PIT 

policies can provide significant ecological benefits. Strict monitoring, restoration of blue carbon ecosystem 

habitats, and implementation of scientific data-based policies are needed to ensure the success of this 

policy. This integration is expected to be able to maintain marine ecosystems, support sustainable fisheries, 

and contribute to global climate change mitigation targets.  
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Abstrak: Ekosistem karbon biru memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim melalui 

kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon secara signifikan. Namun, eksploitasi sumber daya laut 

yang tidak terkendali, seperti overfishing, metode penangkapan ikan yang destruktif, dan limbah alat 

pengkapan ikan telah mengancam kelestarian ekosistem karbon biru. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur 

(PIT) yang diterapkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan dengan 

mengatur kuota penangkapan berdasarkan zonasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi 

integrasi ekosistem karbon biru dalam kebijakan PIT di Indonesia guna menjaga keberlanjutan sumber daya 

laut serta mendukung mitigasi perubahan iklim. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis 

studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa integrasi ekosistem karbon biru dalam kebijakan PIT dapat 

memberikan manfaat ekologis yang signifikan. Diperlukan pengawasan ketat, pemulihan habitat ekosistem 

karbon biru, dan implementasi kebijakan berbasis data saintifik untuk memastikan keberhasilan kebijakan 

ini. Integrasi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekosistem laut, mendukung perikanan 

berkelanjutan, dan berkontribusi pada target mitigasi perubahan iklim global.   

 

Kata Kunci: Ekosistem Karbon Biru, Kebijakan PIT, Indonesia.   

 

1. LATAR BELAKANG 

Pada rentang tahun 2020-2021, terjadi peningkatan karbon dioksida (CO2) global 

yang cukup signifikan sebesar 6% yang disebabkan oleh emisi penggunaan bahan bakar 

fosil (Badaruddin, 2023). Salah satu cara untuk menekan dampak dari perubahan iklim 

adalah implementasi nature-based climate solutions (NbCs). Penyerapan karbon biru 

merupakan implementasi dari NbCs. Blue Carbon Ecosystem atau Ekosistem karbon biru 

berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap kelebihan karbon dari 

atmosfer (Raihan dalam Bandh et al., 2023). Penyerapan karbon terjadi melalui proses 
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penggabungan karbon alami selama fotosintesis, serta penyerapan sedimen dan bahan 

organic di dalam sistem akar ekosistem karbon biru. Menurut Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC), karbon biru mencakup semua aliran dan penyimpanan karbon 

dalam sistem laut yang digerakan secara biologis dan dapat dikelola secara efektif  Potensi 

ekosistem karbon biru di sekitar daratan dan laut dalam memiliki kapasitas untuk 

menyerap karbon yang jumlahnya melebihi 30.000 teragram (Tg). Potensi ekosistem 

karbon biru sebagai penyimpanan karbon juga memberikan efek mitigasi yang signifikan 

karena diperkirakan dapat mencegah pelepasan sekitar 300 ekuivalen karbon dioksida 

(CO2e) setiap tahun. Jika dilakukan perluasan dan pemulihan, ekosistem karbon biru 

memiliki kapasitas untuk menyerap sekitar 841 Tg CO2e setiap tahunnya hingga tahun 

2030 yang akan mencakup hampir 3% dari emisi global. Menurut Bandh et al. (2023), 

ekosistem karbon biru memiliki kapasitas 10 kali lebih besar untuk menyimpan karbon 

dalam jangka waktu yang lama.  

Upaya yang bertujuan untuk memulihkan dan melestarikan habitat ekosistem 

karbon biru tidak hanya bekontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga 

membuka peluang untuk menciptakan mekanisme berbasis pasar yang memanfaatkan 

skema perimbangan karbon (Vanderklift et al., 2022). Misalnya, alokasi anggaran untuk 

ekosistem karbon biru yang dapat menjadi upaya untuk menjaga dan memanfaatkan 

potensi ekologi, seperti sektor perikanan.   

Sumber daya perikanan laut di Indonesia telah menjadi penopang utama sektor 

perikanan dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik dan pendapatan ekonomi 

nasional selama bertahun-tahun. Maka dari itu, dibutuhkan pengelolaan yang bijak 

terhadap sumber daya laut seiring dengan tuntutan untuk mencapai perikanan 

berkelanjutan. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) hadir sebagai upaya signifikan 

dan menjadi prioritas Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan PIT yang 

diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 mengenai Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 mengenai PIT, yaitu langkah 

terkini yang dilakukan pemerintah dalam upaya memastikan keberlanjutan eksploitasi 

perinkanan di laut Indonesia. Hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan PIT di Indonesia 

di antara lain sebagai berikut (Nurlaela, 2023).   

Kebijakan PIT di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, 

pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini hanya menggunakan sistem perizinan tanpa 
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adanya kuota penangkapan per kapal, sehingga menyebabkan terjadinya overfishing dan 

penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Kedua, tidak ada regulasi yang mengatur 

kuota per kapal, sehingga menyebabkan fenomena race to fish atau persaingan 

antarpelaku usaha perikanan yang berfokus pada kuantitas penangkapan ikan tanpa 

memperhatikan kualitas dan mutu ikan. Hal tersebut disebabkan oleh tidak ada regulasi 

atau kebijakan yang mengatur kuota penangkapan. Ketiga, Adanya Pajak Negara Bukan 

Pajak (PNBP) yang diberlakukan dalam sektor perikanan tidak selalu menghitung 

kuantitas tangkapan yang sebenarnya didaratkan oleh nelayan atau perusahan perikanan, 

hal tersebut menyebabkan ketidakadilan pada pihak-pihak yang membayar PNBP lebih 

banyak dari pada yang seharusnya.  

Namun, implementasi kebijakan PIT memiliki kecenderungan untuk merusak 

ekosistem karbon biru dan eksploitasi nelayan lokal. Upaya tersebut menunjukkan bahwa 

pemerintah menerapkan kebijakan yang berujung eksploitasi tanpa pembatasan yang jelas 

hanya untuk kepentingan pasar internasional tanpa mempertimbangkan keberlanjutan 

spesies dan ekosistemnya (Nugroho et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi urgensi dari integrasi ekosistem karbon biru dalam kebijakan PIT 

di Indonesia serta dampak dari praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak 

ekosistem laut, seperti penggunaan alat peledak dan alat penangkapan ikan yang bersifat 

destruktif bagi lingkungan. Penelitian ini juga akan mengelaborasi fungsi ekosistem laut 

dalam menyerap karbon serta perlunya upaya untuk merestorasi ekosistem karbon biru 

yang seharusnya sejalan dengan cakupan kebijakan PIT di Indonesia. Maka dari itu, perlu 

adanya tindakan pemulihan ekosistem karbon biru yang berkelanjutan yang kemudian 

diiringi dengan perikanan berkelanjutan.  

 

2. KAJIAN TEORITIS  

Perikanan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai semua upaya pengumpulan 

informasi, analisis, perencanaan, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan 

implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan pada 

sektor perikanan (WWF, 2024). Hal ini dilakukan untuk mencapai kelangsungan 

produktivitas sumber daya hayati perairan yang berkelanjutan (WWF Indonesia, 2024). 

Dalam konteks ini, perikanan berkelanjutan di Indonesia didukung dengan kebijakan PIT. 

Menurut Anderson et al. (2019) dalam Trenggono (2023), model pengelolaan ikan 

terukur berbasis kuota telah terbukti mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. 
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Berdasarkan data penelitian Hibron et al. (2020), open access pengelolaan perikanan 

dapat meningkatkan terjadinya overfishing sehingga dibutuhkan perencaan dan 

pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.  Terdapat enam prinsip utama dalam 

penyusunan arah kebijakan PIT di Indonesia, yaitu sebagai berikut (Luthfia, 2023). 

a. Ekologi dan keberlanjutan menjadi panglima, yaitu memasktikan produski ikan sesuai 

dengan kuota yang ditetapkan mewujudkan legal regulated fishing (LRF) dan 

menetapkan daerah penangkapan ikan terbatas. 

b. Perlindungan maksimal terhadap nelayan kecil dengan membebaskan aktivitas 

penangkapan ikan sesuai dengan zona PIT, bebas dari pungutan, dan memberdayakan 

nelayan kecil melalui PNBP negara. 

c. Pro terhadap pengembangan ekonomi lokal dengan mewajibkan untuk mendaratkan 

hasil tangkapan ikan sesuai dengan zona yang diizinkan dan mewajibkan Anak Buah 

Kapal (ABK) lokal yang berdomisili sesuai wilayah administrasi dengan zona PIT.  

d. Berdasarkan atas basis data saintifik seperti data statistic, hasil kajian komnas 

Kajiskan, dan lain-lain. 

e. Dukungan reformasi tata kelola hulu-hilir dan perbaikan birokrasi yang mencakup 

efisiensi bisnis hulu-hilirr dengan aplikasi dan basis data yang terintegrasi, 

pemantauan melalui command center dan single identify pada kapal perikanan.  

f. Pembagian kuota tangkap ikan menjadi 3 kategori, yaitu kuota industsri, kuota 

nelayan, dan kuota non komersial.    

Praktik perikanan berkelanjutan sangat penting untuk memulihkan dan menjaga 

keanekaragaman hayati, biomassa laut, dan berkontribusi pada siklus karbon biru. Karbon 

biru merupakan karbon yang diserap oleh ekosistem pesisir dan laut. Karbon biru 

memiliki kemampuan paling efektif dalam menyerap, menyimpan, dan melepaskan 

karbon. Ekosistem karbon biru mencakup beberapa wilayah, seperti hutan mangrove, 

padang lamun, rawa asin atau rawa payau, terumbu karang hingga fitoplakton (Palupi et 

al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan PIT di Indonesia perlu terintegrasi dengan 

ekosistem karbon biru untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan menjaga 

kemampuan ekosistem karbon biru di Indonesia.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada suatu obyek penelitian. Penulis berupaya 
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menjelaskan urgensi ekosistem karbon biru dalam kebijakan PIT di Indonesia. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu studi literatur sehingga sumber data 

yang penulis gunakan bersumber dari buku, jurnal, ataupun publikasi akamedisi dan para 

ahli. Selain itu, peneliti juga menggunakan laporan-laporan pemerintah untuk mendukung 

argumentasi penulis. Teknik analisis dilakukan dengan membaca dan mencermati sumber 

penelitian berdasarkan dengan referensi yang telah dikemukakan oleh sumber-sumber 

sebelumnya. Adapun hasil analisis data ditujukan untuk memberikan jawaban dari 

permasalahan riset.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dampak Skema Kebijakan PIT terhadap Perikanan Berkelanjutan di Indonesia 

Kebijakan PIT ditujukan dapat menjadi upaya mitigasi overfishing dan 

meningkatkan perekonomian nasional serta menjaga kelestarian sumber daya perikanan 

di Indonesia (Luthfia, 2023). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 

menetapkan bahwa zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan wilayah 

pengelolaan perikanan di Indonesia, termasuk laut lepas, yang dirancang untuk 

pemanfaatan sumber daya ikan secara terukur (Picaulima et al., 2022). Di sisi lain, 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18/PermenKP/2014 

tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 

menetapkan 11 WPPNRI. Melalui kebijakan PIT, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) membagi 11 WPPNRI menjadi enam kelompok zona penangkapan ikan. 

 

Gambar 1 

Sumber: PP Nomor 11 Tahun 2023 
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Pemetaan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di zona penangkapan dilakukan 

berdasarkan Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 yang mengatur tentang estimasi potensi 

sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan 

sumber daya ikan di WPPNRI.  

Gambar 2 

Sumber: Kepmen KP Nomor 19 (2022) 

Pengelolaan perikanan di WPPNRI perlu memperhatikan perbedaan tingkat 

pemanfaatan sumber daya ikan di setiap wilayah. Untuk menjaga keberlanjutan sumber 

daya ikan yang terancam, diperlukan pengawasan yang ketat dan pengendalian aktivitas 

penangkapan. Selain itu, pembagian kuota tangkapan harus mempertimbangkan berbagai 

aspek, seperti jumlah nelayan, ukuran kapal, jenis alat tangkap, serta karakteristik sumber 

daya ikan dan habitatnya, guna menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan (Nurlaela, 

2023).  

Data mengungkapkan bahwa level penangkapan ikan berbeda-beda di setiap zona. 

Beberapa zona memiliki tingkat penangkapan rendah (E<0,5) yang menunjukkan peluang 

untuk meningkatkan volume penangkapan ikan. Sebaliknya, zona dengan tingkat 

penangkapan tinggi (E≤1) memerlukan penekanan aktivitas penangkapan. Pada zona 04, 

05, dan 06, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan telah mencapai kondisi overexploited, 

sehingga diperlukan upaya pengurangan jumlah penangkapan di zona-zona tersebut. 

(Widodo et al., 2015 dalam Wagiyo et al., 2015).  

Kebijakan PIT membagi WPP NRI dalam dua zona, yaitu zona industri dan zona 

nelayan lokal. Kebijakan PIT juga memberikan kesempatan pada investor dalam maupun 

luar negeri untuk memanfaatkan sumber daya ikan pada zona-zona industri melalui 

perizinan khusus berjangka 15 tahun (Adhiem, 2023). Namun, hal ini justru menjadi 

tantangan karena mencidderai keadilan bagi nelayan lokal, melanggar prinsip Code of 
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Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995, serta tidak ada regulasi yang mengatur 

mengenai tanggung jawab kelestarian ekosistem laut di zona industri (Luthfia, 2023).  

Identifikasi Ancaman Kebijakan PIT terhadap Kelestarian Ekosistem Kabron Biru 

di Indonesia  

Cara Penangkapan Ikan yang Mengancam Kelestarian Ekosistem Laut 

Metode penangkapan ikan yang merusak merupakan ancaman signifikan bagi 

ekosistem laut. Penggunaan bom atau bahan peledak dalam menangkap ikan dapat 

menyebabkan kerusakan pada spesies laut lainnya maupun pada habitatnya. Teknik ini 

dapat menghasilkan tangkapan yang lebih banyak dengan waktu yang cepat, tetapi 

ledakan yang dihasilkan tidak hanya melumpuhkan ikan, tetapi membunuh berbagai jenis 

kehidupan laut seperti terumbu karang yang sangat penting untuk keanekaragaman hayati 

dan perlindungan pesisir. Konsekuensi jangka panjang dari praktik penangkapan 

menggunakan bahan peledak dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan degradasi 

habitat (Marine Biology, 2024).  

Selain itu, penangkapan ikan menggunakan sianida yang seringkali digunakan 

dalam perdagangan akuarium dan pasar ikan. Nelayan menyemprotkan sianida ke 

terumbu karang untuk melumpuhkan ikan agar lebih mudah ditangkap. Namun, metode 

ini sangat beracun karena dapat membunuh polip karang dan organisme laut lainnya. 

Sianida yang tersisa juga dapat menyebabkan kerusakan berkepanjangan pada ekosistem 

terumbu karang sehingga daerah penangkapan yang sering terkena sianida akan 

mengalami penuruan populasi ikan dan keanekaragman hayati lainnya serta kesehatan 

karang yang menurun sehingga memegaruhi seluruh rantai makanan laut (Marine 

Biology, 2024).    

Metode penangkapan ikan yang mengakibatkan kerusakan dapat dikenai sanksi 

secara yuridis yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 

psal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan 

ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, 

alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan 

kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan 

Republik Indonesia (Abdullah & Pratiwi, 2022).  

Bahaya Limbah dari Alat penangkapan Ikan  

Pelatan penangkapan ikan yang hilang atau terbengkalai merupakan ancaman dari 

ekosistem laut. Jaring, tali, dan perangkap yang tertinggal di laut dapat menjerat dan 
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menangkap spesies laut lainnya. Alat-alat penangkapan ikan tersebut dapat menjerat ikan, 

mamalia laut, bahkan burung laut sehingga menyebabkan kematian berkepanjangan. 

Limbah dari alat-alat penangkapan tersebut sangat bersifat destruktif jika dibiarkan 

berlangsung selama bertahun-tahun dan dapat memperburuk penurunan spesies yang 

sudah rentan (Marine Biology, 2024).   

Perikanan komersial memiliki pengaruh penting terhadap ekosistem laut.  

Penangkapan ikan dengan pukat dasar menyebabkan dampak yang luas dan merugikan 

pada ekosistem laut, yang besarnya dampak tersebut bergantung pada banyak faktor, 

termasuk jenis substrat dan jenis alat tangkap (Martín et al., 2014 dalam Andersen et al., 

2024). Penangkapan ikan dengan pukat dasar tidak hanya sangat merusak dasar laut dan 

fauna dasar laut, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap penangkapan ikan 

berlebihan melalui pembuangan. Setiap tahunnya, diperkirakan 10,8% dari hasil 

tangkapan perikanan yang terbuang di mana 60% berasal dari perikanan pukat gabungan 

(Gilman et al., 2018).  

Secara general, sampah plastik memiliki persentase paling tinggi dalam 

mencemari laut. Persentase plastik paling tinggi ditemukan pada unit penangkapan ikan 

yang menggunakan jaring insang 77% dan disusul oleh lampara dasar 76% (UNEP, 

2009). Berdasarkan jenis sampah plastiknya, alat tangkap pancing ulur menghasilkan 

sampah lebih tinggi dibandingkan alat penangkapan ikan lainnya. Botol plastik 

merupakan jenis sampah plastik yang paling dominan pada kegiatan penangkapan 

menggunakan jaring insang, lampara dasar, dan pancing ulur. Komposisi sampah laut 

yang dihasilkan dari aktivitas penangkapan ikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

jumlah anak buah kapal, durasi melaut, jarak melaut, dan frekuensi trip penangkapan 

dalam satu bulan (Zulfahmi, 2023).  

 Estimasi jumlah sampah laut bulanan dari aktivitas penangkapan ikan di sebuah 

pelabuhan perikanan dihitung dengan mengalikan jumlah unit penangkapan, berat 

sampah per trip, dan jumlah trip penangkapan dalam satu bulan. Semakin banyak unit 
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penangkapan dan frekuensi trip, maka semakin besar jumlah sampah laut yang dihasilkan. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan ikan di PPI Pantai 

Labu, Deli Serdang, menghasilkan sekitar 2,97 ton sampah per bulan dengan dominasi 

sampah dari penangkapan menggunakan pancing ulur sebesar 1 ton per bulan. Namun, 

praktik membuang sampah ke laut masih sering terjadi di PPI Pantai Labu karena unit 

penangkapan ikan belum terintegrasi dengan fasilitas pembuangan sampah. Fenomena 

serupa juga ditemukan di beberapa wilayah lain, seperti PPN Pelabuhan Ratu (Irawan et 

al., 2020), Gampong Panggong, Meulaboh (Musnandi et al., 2020), dan Saramaake, 

Halmahera Timur (Sulistiono et al., 2018). 

Sumber: Zulfahmi, 2023 

Integrasi Ekosistem Karbon Biru ke dalam Kebijakan PIT di Indonesia  

PIT berbasis kuota dengan tujuan perikanan industri skala besar dapat memicu 

over exploited dan mengesampingkan kelestarian ekosistem laut pada zona industri 

WPPNRI (KORAL, 2022). Peneliti memperkirakan bahwa perikanan laut telah 

menyebabkan pelepasan setidaknya 0,73 miliar metrik ton CO₂ (GtCO₂) dalam 70 tahun 

terakhir (Environtmental Justice Foundation, 2021). Selain itu, beberapa penelitian juga 

telah mengemukakan terjadinya cemaran sampah telah ditemukan pada ekosistem 

terumbu karang di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sekotong di Nusa Tenggara 

Barat, Kepulauan Seribu di Jakarta, dan Taman Nasional Laut Karimun Jawa. Sampah 

yang paling dominan di ekosistem terumbu karang adalah jaring ikan, dengan proporsi 

sebesar 43,17%. Sampah-sampah tersebut berdampak serius pada ekosistem terumbu 

karang, termasuk peningkatan fragmentasi terumbu karang, tingginya prevalensi 

penyakit, serta meningkatnya risiko terumbu karang terkena penyakit akibat kontak 

dengan sampah plastik yang meningkat hingga 89% (Lamb et al. 2018). Meningkatnya 

frekuensi penangkapan ikan mengakibatkan peningkatan pada jumlah sampah laut yang 

berpotensi menimbulkan berbagai dampak buruk pada ekosistem laut. Dampak yang 

ditimbulkan dapat terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan 

memperburuk kondisi ekosistem laut, seperti terumbu karang, mangrove, dan padang 

lamun (Putri et al., 2022).  

Secara global, laju kerusakan ekosistem pesisir dapat mencapai 4 kali lebih cepat 

dari pada hutan daratan. Kurang lebih 40% hutan bakau hilang dalam kurun waktu 40 

tahun. Ekosistem blue carbon pesisir saat ini mengalami kerusakan serius. Diperkirakan 

340.000 hingga 980.000 hektar ekosistem hilang setiap tahunnya (National Geographic 
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Indonesia, 2024). Ekosistem pesisir sangat efektif dalam penyeraban dan penyimpanan 

karbon. Penyimpanan karbon terbesar terjadi di sedimen, sekitar 95%-99% dari seluruh 

total karbon yang tersimpan pada ekosistem rawa payau dan padang lamun berada pada 

lapisan sedimen, sedangkan pada ekosistem hutam bakau terdapat 50%-90% total karbon 

tersimpan di sedimen dan sisanya tersimpan pada tegakan pohon (biomassa). Laju 

penyimpanan tahunan karbon di sedimen pada hutan baku, rawa payau, dan padang lamun 

kurang lebih memiliki kapasitas yang sama, tetapi dapat dibedakan berdasarkan besarnya 

sesuai dengan jenis habitat. Habitat hutan bakau dan rawa payau memiliki rata-rata laju 

penyimpanan antara 6 sapat 8 ton CO2 per hektar per tahun, sedangkan habitat padang 

lamun diperkirakan sekitar 4 ton CO2 per hektar per tahun (WWF, 2013).   

Pada dasarnya, laut berkontribusi positif dalam mengurangi emisis gas rumah 

kaca. Laut telat mengurangi setidaknya 25% emisi CO2 antropogrnik dan juga vegetasi 

laut yang mampu menyerap karbon 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan hutan di 

darat (Jacquemont, 2022). Untuk mendukung penurunan gas rumah kaca yang optimal, 

kebijakan nasional harus mencakup semua sektor ekosistem karbon biru. Setidaknya 30% 

wilayah laut perlu dilindungi melalui pembentukan wilayah konservasi laut agar 

lingkungan laut dapat beradaptasi dengan perubahan iklim ((ICCTF, 2022). Maka dari 

itu, kebijakan PIT perlu terintegrasi dengan kelestarian ekosistem karbon biru untuk 

menjaga populasi perikanan di Indonesia. Penetapan zona dan kuota yang diatur dalam 

kebijakan PIT, khususnya bagi industri ataupun aktivitas ekspor dan impor harus 

berbanding lurus dengan upaya konservasi ekosistem karbon biru. Kunci keberhasilan 

kebijakan PIT tentu bergantung pada komitmen dan pengawasan yang melibatkan 

pemerintah dan tenaga ahli, seperti proses pengecekkan kesesuaian antara hasil tangkapan 

dengan batas kuota tangkapan.   

Dengan demikian, berdasarkan analisis data, adanya ancaman-ancaman yang 

telah dijabarkan sebelumnya harusnya dapat menjadi urgensi untuk mereformasi 

kebijakan PIT beserta mengkaji kembali proses impelementasinya. Selain itu, terdapat 

beberapa zona penangkapan yang overexploited, pelabuhan yang belum memenuhi 

standar, kurangnya pengintegrasian teknologi dalam proses monitoring dan pengawasan, 

serta tidak ada upaya konservasi ekosistem pada zona WPNRI. Impelementasi kebijakan 

PIT sama sekali tidak memprioritaskan konservasi ekosistem dan sumber daya 

perinkanan dan terlalu fokus untuk memenuhi kebutuhan industri dan pasar internasional. 

Maka dari itu, kebijakan PIT belum berhasil menerapkan 6 prinsip yang menjadi latar 
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belakang perumusannya. Oleh karena itu, reformasi dari kebijakan PIT harus 

mengintegrasikan konservasi ekosistem karbon biru sebagai upaya signifikan dalam 

menuju perikanan berkelanjutan dan juga sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.  

 

5. KESIMPULAN 

Integrasi ekosistem karbon biru ke dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur 

(PIT) di Indonesia sangat penting untuk mendukung keberlanjutan sumber daya 

perikanan dan mitigasi perubahan iklim. Ekosistem karbon biru, seperti hutan mangrove, 

padang lamun, dan rawa asin, memiliki potensi besar dalam menyerap karbon yang dapat 

memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Namun, 

praktik penangkapan ikan yang destruktif, seperti penggunaan bahan peledak dan sianida, 

serta limbah alat tangkap memberikan ancaman terhadap kelestarian ekosistem laut. 

Kebijakan PIT yang berbasis kuota dapat menjadi solusi untuk mencegah 

eksploitasi berlebihan dan mendukung keberlanjutan sumber daya ikan. Namun, 

implementasi yang kurang mempertimbangkan kelestarian ekosistem karbon biru, 

terutama di zona industri, menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan 

pengawasan ketat, upaya konservasi, dan komitmen lintas sektor untuk memastikan 

keberhasilan kebijakan ini. Dengan demikian, kebijakan PIT yang terintegrasi dengan 

perlindungan ekosistem karbon biru tidak hanya akan menjaga ekosistem laut, tetapi juga 

mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan dan kontribusi Indonesia terhadap 

mitigasi perubahan iklim global. 
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